PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

2015

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 2. LD. 2015 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 15 HLM.
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK

CATATAN :-

.- Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,
Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-
DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,
Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Bupati dapat membatasi peredaran
minuman beralkohol diwilayah kerjanya melalui Peraturan Daerah;

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 8 Prp Tahun
1962, UU No 8 Tahun 1981, UU No 8 Tahun 1999, UU No 6 Tahun 2007, UU No 10
Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP
No 11 Tahun 1962, Perpres No 74 Tahun 2013, Permendag Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007, Permendag No 20/M-DAG/PER/5/2014, Permendag No 20/M-
DAG/PER/4/2014, dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009;

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah,
Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah, Kepala Dinas, Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol
Tradisional, Pengendalian, Pengawasan, Peredaran Minuman Beralkohol, Penjualan
Minuman Beralkohol, Penjual Langsung Minuman Beralkohol, Pengecer, Perusahaan,
Hotel Berbintang, Restoran Bertaraf Internasional, Bar, Surat Izin Usaha Perdagangan
Minuman Beralkohol Golongan A, Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman
Beralkohol Golongan A, Kemasan, dan Penyimpanan; Penggolongan Minuman
Beralkohol; Penjualan dan Penyimpanan Minuman Beralkohol; Perizinan Penjualan
Minuman Beralkohol; Prosedur Perizinan; Minuman Beralkohol Tradisional; Kewajiban
dan Larangan Pemegang Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol; Pengendalian dan
Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan
Penutup.

Pada saat Perda ini berlaku, Perda Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2013
tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ditarik dan dinyatakan
tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini memiliki 4 halaman penjelasan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Agutus 2015.



PENERTIBAN PAS KECIL DAN PAS SUNGAI DAN DANAU

2015

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 3. LD. 2015 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 13 HLM.
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG PENERTIBAN PAS KECIL DAN PAS
SUNGAI DAN DANAU BAGI KAPAL KURANG DARI GT 7 (TUJUH GROSSE TONNAGE)

ABSTRAK

CATATAN :-

: - Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Menteri

Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan
Kebangsaan Kapal, perlu mengatur penerbitan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau
bagi Kapal Kurang dari GT 7 (tujuh grosse tonnage);

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl| 18 (6), UU No 6 Tahun
2007, UU No 17 Tahun 2008, PP No 51 Tahun 2002, PP No 38 Tahun 2007, PP No 61
Tahun 2009, Permenhub No KM 6 Tahun 2005, Permenhub No PM 13 Tahun 2012
dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009;

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah,
Pemerintah Daerah, Bupati, Pejabat, Badan, Kapal, Perahu, Tanda Pas Kecil, Tanda
Pas Sungai dan Danau, Tonnage kapal, Pas Kecil, Pas Sungai dan Danau, Surat
Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia, Kebangsaan Kapal, Kapal Berbendera
Indonesia, Penerbitan Pas Kecil, Pemiik, Syahbandar dan Direktur Jenderal; Surat
Tanda Kebangsaan Kapal; Pas Kecil; Pas Sungai dan Danau; Pembatalan dan
Berakhirnya Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau; Hak dan Kewajiban, Sanksi
Administratif; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Pada saat Perda ini berlaku, Pemilik kapal kurang dari GT 7 yang telah memiliki Pas
Kecil atau Pas Sungai dan Danau, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan
masa berlakuknya berakhir.

Peraturan Daerah ini memiliki 2 halaman penjelasan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Agutus 2015.



PENETAPAN DESA
2015

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 4. LD. 2015 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 4 HLM.
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN DESA

ABSTRAK :- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Ps| 18 (6), UU No 6 Tahun
2007, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2012,
Permendagri No 39 Tahun 2015 dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun
2009;

- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, vyaitu pengertian: Daerah,
Pemerintah Daerah, Bupati, Desa, Kecamatan, Penetapan Desa, Batas Desa, dan
Penegasan batas desa; Ketentuan tentang Penetapan Desa dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :-  Peraturan Daerah ini memiliki 1 halaman penjelasan dan 2 halaman lampiran.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Agutus 2015.



BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

2015

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 5. LD. 2015 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 15 HLM.
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA
MASYARAKAT MISKIN

ABSTRAK

CATATAN :-

.- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan
Hukum Kepada Masyarakat Miskin;

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Ps| 18 (6), UU No 18 Tahun
2003, UU No 6 Tahun 2007, UU No 16 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 42
Tahun 2013, dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009;

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah,
Pemerintah Daerah, Bupati, Bagian Hukum, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin,
Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Advokat, Pemohon Bantuan
Hukum, Litigasi, Perkara, Verifikasi, Akreditasi, Dana Bantuan Hukum, dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; Ketentuan mengenai Asas dan Tujuan bantuan
hukum; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Hak dan Kewajiban; Persyaratan dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum; Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
Pendanaan; Larangan; Pengawasan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan dan
Ketentuan Penutup.

Dalam Ketentuan Peralihan dinyatakan bahwa:

a. penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang
bersangkutan;

b. pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini
mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang
bersangkutan; dan

c. dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran
yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian Bantuan
Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini memiliki 6 halaman penjelasan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Agutus 2015.



RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

2015

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 6. LD. 2015 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 12 HLM.
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

ABSTRAK

CATATAN :-

.- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing;

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl| 18 (6), UU No 13 Tahun
2003, UU No 33 Tahun 2004, UU No 6 Tahun 2007, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23
Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2007, PP No 58 Tahun 2010, PP No 69 Tahun 2010,
PP No 97 Tahun 2012, Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009 dan Perda
Kabupaten Kayong Utara No 2 Tahun 2009;

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah,
Pemerintah Daerah, Bupati, Retribusi Perizinan Tertentu, Perizinan Tertentu, Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Perpanjangan IMTA, Tenaga
Kerja Asing, Pemberi Kerja Tenaga Asing, Wajib Retribusi, Badan, Masa Retribusi,
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan
Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Setoran Retribusi Daerah, Pemeriksaan, Kas
Daerah, dan Penyidik Pengawai Negeri Sipil; Ketentuan mengenai Nama, Objek dan
Subjek Pajak; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip
dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi
Terutang; Pemungutan dan Pembayaran Retribusi; Sanksi Administrasi; Penagihan
Retribusi; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan;
Insentif Pemungutan; Pemanfaatan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan
Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Dalam Ketentuan Peralihan dinyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan mengenai
pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA dilaksanakan paling lambat 5
(lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini memiliki 3 halaman penjelasan..
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Agutus 2015.



RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

2015

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 7. LD. 2015 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 11 HLM.
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

ABSTRAK

CATATAN :-

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf e dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat
Khusus Parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut
oleh Pemerintah Daerah yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Ps| 18 (6), UU No 33 Tahun
2004, UU No 6 Tahun 2007, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, UU No 38
Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010, Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009
dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 2 Tahun 2009;

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah,
Pemerintah Daerah, Bupati, Badan, Orang Pribadi, Parkir, Tempat Khusus Parkir,
Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Pemungutan, Wajib Retribusi,
Masa Retribusi, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah,
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Keputusan Keberatan, Surat
Tagihan Retribusi Daerah, Surat Setoran Retribusi Daerah, Kadaluarsa, Pembukuan,
Pemeriksaan, dan Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; Ketentuan mengenai
Nama, Objek dan Subjek Pajak; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi
dan Saat Retribusi Terutang; Wilayah Pemungutan; Pemungutan dan Pembayaran
Retribusi; Sanksi Administrasi; Penagihan Retribusi; Keberatan; Pengembalian
Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Insentif Pemungutan; Pemanfaatan;
Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.

Dalam Ketentuan Peralihan dinyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan mengenai
pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA dilaksanakan paling lambat 5
(lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini memiliki 4 halaman penjelasan..
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Agutus 2015.



RENCANA TATA RUANG WIAYAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015-2035
2015

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 8. LD. 2015 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 50 HLM.
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG RENCANA TATA RUANG WIAYAH
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015-2035

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang
dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan
tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Ps| 18 (6), UU No 25 Tahun
1956, UU No 41 Tahun 1999, UU No 6 Tahun 2007, UU No 26 Tahun 2007, UU No 27
Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 26 Tahun 2008,
PP No 24 Tahun 2009, PP No 15 Tahun 2010, PP No 68 Tahun 2010, PP No 8 Tahun
2013, Perpres No 3 Tahun 2012, Permendagri No 50 Tahun 2009, Perda Provinsi
Kalbar No 10 Tahun 2014, Perda Kabupaten Kayong Utara No 5 Tahun 2009, Perda
Kabupaten Kayong Utara No 3 Tahun 2011, Perda Kabupaten Kayong Utara No 4
Tahun 2011, dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 10 Tahun 2014;

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah,
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Rencana Tata Ruang Wilayah,
Ruang, Tata Ruang, Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang, Rencana Tata
Ruang, Rencana Tata Ruang Kepulauan, Struktur Ruang, Pusat Kegiatan Wilayah,
Pusat Kegiatan Wiayah Promosi, Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pelayanan Kawasan,
Pusat Pelayanan Lingkungan, Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer, Pelabuhan
Sungai dan Danau Daerah, Termina Penumpang Tipe B, Bandara Pusat Penyebaran
Tersier, Bandara Bukan Pusat Penyebaran, Pola Ruang, Kawasan, Kawasan Lindung,
Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Cagar Alam, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan
Suaka Alam, Kawasan Sempadan Sungai, Taman Nasional, Taman Wisata Alam,
Kawasan Budidaya, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan
Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Industri, Kawasan Perdagangan dan
Jasa, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pemukiman, Kawasan Perkotaan, Kawasan
Pertahanan Negara, Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Kabupaten,
Wilayah, Wilayah Sungai, Daerah Aliran Sungai, Lahan pertanian pangan, Lahan
cadangan pertanian, Perlindungan lahan pertanian, Pengendalian Pemanfaatan
Ruang, Peraturan Zonasi, Perangkat Disinsentif, Perangkat Insentif, Izin Pemanfaatan
Ruang, Masyarakat, Peran Serta Masyarakat, dan Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah; Ketentuan mengenai Ruang Lingkup; Tujuan, Kebijakan dan Strategi
Penataan Ruang; Rencana Struktur Ruang Wilayah; Rencana Pola Ruang Wilayah;
Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten; Arahan Pemanfaatan Ruang; Ketentuan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Kelembagaan; Peran Masyarakat; Ketentuan
Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan
Ketentuan Penutup.

Dalam Ketentuan Peralihan dinyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan Daerah
ini, maka:



a. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah
yang telah ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dan belum dicabut;

b. 1zin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin;

b. 1zin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan dalam Perda ini.

CATATAN :-  Peraturan Daerah ini memiliki 14 halaman penjelasan dan 3 buah lampiran.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Agutus 2015.



PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK
2015

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 10. LD. 2015 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 6 HLM.
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG PELAKSANAAN PEMIIHAN KEPALA
DESA SECARA SERENTAK

ABSTRAK :- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak;

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Ps| 18 (6), UU No 6 Tahun
2007, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, dan
Permendagri No 112 Tahun 2014;

- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, vyaitu pengertian: Daerah,
Pemerintah Daerah, Bupati, Desa, Pemerintahan Desa, Musyawarah Desa, Pemiihan
Kepala Desa, Pemiihan kepala desa, Pemilihan kepala desa secara serentak satu kali,
Pemilihan kepala desa secara bergelombang, Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa,
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ketentuan mengenai Pemilihan
Kepala Desa Secara Serentak; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :-  Peraturan Daerah ini memiliki 3 halaman penjelasan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Oktober 2015.



PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

2015

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 11. LD. 2015 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 28 HLM.
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

ABSTRAK

CATATAN :-

.- Dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala Desa secara demokratis sebagaimana

diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur tata
cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala Desa;

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl| 18 (6), UU No 6 Tahun
2007, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, dan
Permendagri No 112 Tahun 2014;

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah,
Pemerintah Daerah, Bupati, Camat, Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa,
Badan Musyawaratan Desa, Musyawarah Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kepala
Desa, Penjabat Kepala Desa, Panitia pemilihan kepala desa, penitia pemilihan Kepala
Desa tingkat kabupaten, Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa Terpiih, Pemilih,
Daftar Pemilih Sementara, Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilihan
Tambahan, Daftar Pemilih Tetap, Kampanye, Tempat Pemungutan Suara, Kelompok
Penyelenggara Pungutan Suara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa; Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa; Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu; Pengangkatan dan Pelantikan Kepala
Desa; Masa Jabatan Kepala Desa; Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban serta
Larangan Kepala Desa; Pemberhentian Kepala Desa; Pembiayaan; Ketentuan Pidana;
dan Ketentuan Penutup.

Dalam Perda ini Ketentuan Penutup menyatakan bahwa pada saat Peraturan Daerah
ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini memiliki 10 halaman penjelasan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Oktober 2015.



LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KAYONG UTARA

2015

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 12. LD. 2015 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 21 HLM.
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO KAYONG UTARA

ABSTRAK

CATATAN : -

- Dalam berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran
Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang
didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah atas usul masyarakat;

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl| 18 (6), UU No 36 Tahun
1999, UU No 40 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2002, UU No 6 Tahun 2007, UU No 5
Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 11 Tahun 2005, PP No 12 Tahun 2005,
PP No 38 Tahun 2007, Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009 dan Perda
Kabupaten Kayong Utara No 2 Tahun 2009;

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah,
Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika, Pegawai Negeri Sipil, Lembaga Penyiaran Publik Lokal,
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara, Dewan Pengawas, Dewan
Direksi, Programa, Siaran, Siaran Loka, Klasifikasi Acara Siaran, Penyiaran, dan
Komisi Penyiaran Indonesia; Ketentuan mengenai Pembentukan, Kedudukan, Tugas
dan Fungsi; Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;
Tata Kerja; Kekayaan dan Pembiayaan; Teknis Penyiaran; Peran Serta Masyarakat;
Rencana Kerja dan Anggaran; Pertanggungjawaban; Kepegawaian; Ketentuan Lain-
Lain; Ketentuan Perailhan, dan Ketentuan Penutup;

Dalam Perda ini Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa selama Dewan Pengawas
dan Dewan Direksi LPPL Radio Kayong Utara belum terbentuk, Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selaku penanggungjawab Radio Kayong
Utara melaksanakan pengelolaan LPPL Radio Kayong Utara;

Dalam Perda ini Ketentuan Penutup menyatakan bahwa pada saat Peraturan Daerah
ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini memiliki 8 halaman penjelasan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Oktober 2015.



PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2015

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 13. LD. 2015 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 29 HLM.
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK

DAERAH

ABSTRAK

CATATAN :-

- Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan
hukum, sehingga perlu diganti, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang
Milik;

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl| 18 (6), UU No 1 Tahun
2004, UU No 6 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, UU No 27 Tahun 2014, Perda
Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 2
Tahun 2009;

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah,
Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah,
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Barang Milik
Daerah, Pengelola Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Penilai,
Penilaian, Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan, Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakal,
Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerja Sama
Penyediaan Infrastruktur, Tender, Pemindahtanganan, Penjualan, Tukar Menukar,
Hibah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemusnhahan, Penghapusan,
Penatausahaan, Inventarisasi, Daftar Barang Pengguna, Daftar Barang Kuasa
Pengguna, dan Pihak Lain; Ketentuan mengenai Ruang Lingkup; Pejabat Pengelolaan
Barang Milik Daerah; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan Dan
Pemeliharaan;  Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan;
Penatausahaan; Pengawasan, Dan Pengendalian; Pengelolaan Barang Milik Daerah
Oleh Badan Layanan Umum Daerah; Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara;
Ganti Rugi Dan Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan
Penutup.

Dalam Perda ini Ketentuan Penutup menyatakan bahwa pada saat Peraturan Daerah
ini mulai berlaku, Perda Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini memiliki 17 halaman penjelasan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Oktober 2015.



PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
2015

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 14. LD. 2015 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 22 HLM.
PERATURAN  DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

ABSTRAK :- Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya bukan semata-mata tanggung jawab
dan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, tetapi merupakan tanggung jawab
bersama masyarakat;

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl| 18 (6), UU No 5 Tahun
1997, UU No 7 Tahun 1997, UU No 6 Tahun 2007, UU No 35 Tahun 2009, UU No 23
Tahun 2014, PP No 38 Tahun 2007, PP No 25 Tahun 2011, PP No 40 Tahun 2013,
PP No 74 Tahun 2013, dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009;

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah,
Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Narkotika,
Psikotropika, Zat Adiktif, Pencegahan, Penanggulangan, Peredaran Gelap Narkotika
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
Lainnya, Pendampingan, Advokasi, Penyalahguna, Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi
Sosial, Satuan Pendidikan, Rumas Kos/Tempat Pemondokan, Asrama, Tempat
Usaha, Hotel/Penginapan, Badan Usaha dan Media Massa; Ketentuan mengenai Asas
dan Tujuan; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Perlindungan Khusus;
Penanggulangan; Pembinaan dan Pengawasan; Forum Koordinasi; Penghargaan;
Pembiayaan; Sanksi Administrasi; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :-  Peraturan Daerah ini memiliki 10 halaman penjelasan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Oktober 2015.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2015

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 16. LD. 2015 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 24 HLM.
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK

CATATAN :-

- Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Ps| 18 (6), UU No 6 Tahun
2007, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, Permen
DPTT No 2 Tahun 2015, dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009;

- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, vyaitu pengertian: Daerah,
Pemerintah Daerah, Bupati, Badan Permusyawaratan Desa, Desa, Musyawarah Desa,
Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, Peraturan Desa, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Dana Desa, Alokasi Dana
Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Ketentuan mengenai
Keanggotaan BPD; Fungsi, Hak, Kewajiban dan Larangan; Pemberhentian Anggota
BPD; Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu; Pimpinan BPD; Tata Tertib,
Musyawarah dan Rapat BPD; Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

- Dalam Perda ini Ketentuan Penutup menyatakan bahwa pada saat Peraturan Daerah
ini mulai berlaku, Perda Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Badan
Permusyawaratan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini memiliki 4 halaman penjelasan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Oktober 2015.



PERANGKAT DESA

2015

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 17. LD. 2015 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 15 HLM.
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG PERANGKAT DESA

ABSTRAK

CATATAN :-

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah;

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 6 Tahun
2007, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, dan Perda
Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009;

- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, vyaitu pengertian: Daerah,
Pemerintan Daerah, Bupati, Kecamatan, Camat, Desa, Pemerintahan Desa,
Pemerintah Desa, Perangkat Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan,
Pelaksana Teknis, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa; Ketentuan mengenai Kedudukan dan Susunan Perangkat Desa;
Pengangkatan Perangkat Desa; Penghasilan Perangkat Desa; Larangan Perangkat
Desa; Pemberhentian Perangkat Desa; Pemindahan Tugas Perangkat Desa;
Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan
Penutup.

- Dalam Perda ini Ketentuan Penutup menyatakan bahwa pada saat Peraturan Daerah
ini mulai berlaku, Perda Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Perda Kabupaten Kayong Utara No 14
Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini memiliki 3 halaman penjelasan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Oktober 2015.



PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

2015

PERDA KAB. KAYONG UTARA NO. 18. LD. 2015 SETDA KAB. KAYONG UTARA: 17 HLM.
PERATURAN DAERAH KAB. KAYONG UTARA TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

ABSTRAK

CATATAN :-

.- Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

tentang Perdagangan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan
pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan
berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan
perkulakan;

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl| 18 (6), UU No 8 Tahun
1981, UU No 6 Tahun 2007, UU No 7 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 27
Tahun 2014, Perpres No 112 Tahun 2007, Permendagri No 20 Tahun 2012,
Permendag No 70/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013, Perda Kabupaten Kayong Utara
No 1 Tahun 2009, Perda Kabupaten Kayong Utara No 2 Tahun 2009, dan Perda
Kabupaten Kayong Utara No 22 Tahun 2011;

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah,
Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas, Pasar, Pasar Rakyat, Pengelolaan Pasar, Fasilitas
Pasar, Kios, Los, Pelataran, Pemberdayaan pasar rakyat, Izin Penempatan,
Pedagang, Badan, Pemeriksaan, Penyidik, dan Penyidikan; Ketentuan mengenai
Asas, Tujuan, dan Fungsi; Pengelolaan Pasar Rakyat; Perizinan; Hak, Kewajiban dan
Larangan; Sanksi Administratif, Pendapatan Pasar Rakyat; Pembinaan dan
Pengawasan; Penyidikan, Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan
Penutup.

Peraturan Daerah ini memiliki 5 halaman penjelasan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan -- Desember 2015.



